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BAB 4 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

Dari pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Dinas 

Kesehatan Jawa Timur pada tanggal 15 - 19 Januari 2024 dapat disimpulkan 

bahwa: 

1) Calon apoteker telah memperoleh wawasan, keterampilan, 

pengetahuan, dan pengalaman praktis dalam menjalankan 

pekerjaan kefarmasian di Dinas Kesehatan. 

2) Calon apoteker telah mempelajari serta mengetahui gambaran 

nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian dalam Dinas 

Kesehatan. 

4.2 Saran 

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker 

di Dinas Kesehatan Jawa Timur pada tanggal 15 - 19 Januari 2024 dapat 

diberikan saran sebagai berikut: 

1) Mahasiswa calon apoteker lebih mempersiapkan diri dengan 

meningkatkan pemahaman agar dapat melaksanakan Praktek Kerja 

Profesi Apoteker (PKPA) dengan baik. 

2) Mahasiswa calon apoteker lebih aktif lagi dalam menggali 

informasi kepada narasumber. 
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